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TENTANG

PEMBEN?UKAI{ TIM PERCTPATAN AT(SES KEUANGAN DAERAH
I{ABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI IIALMAHERA BARAT,

bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan keuangal bagi
masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan pertumbuhal
ekonomi daerah yang lebih merata, partisipatif dal inklusif, perlu
dilakukan pembinaan pengawasan dan evaluasi kegiatan percepatan

akses keuangan daerah di Kabupaten Halrnahera Barat;
bahwa dalam rangka pembinaall, pengawasan, dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kegiatan percepatan akses keuangan di Kabupaten
Halmahera Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
ditrentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbalgan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
und.ang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Srvatantra Ttngkat II Dalam lVilayah Daerah Swatantra Tingkat
I Maluku menjadi Undang-undang;
Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Teaggara
Barat;
Undang*und.ang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Haimahera lJ:1ara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota
Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang Perbendaharaan Negara;

Und,ang-undang Nomor 27 Tahun 2Ol7 tentalg Otoritas Jasa
Keualgan;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-undang Nomor 3O Tahun 2Ot4 tentang Administrasi
Pemerintahan;

9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
aniara Perneriniair Pusat dan Femerintah iiaerair;

10.Undang-undang Nornor 13 Tahun 20'2'2 tentang Peruhahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2jfi tentang Pembent.ukan
Peraturan Perundang- undangan;

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

l2.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OI9 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

13.Peraturan Presiden lr{omor 114 Tahun 2O2O tentang Strategi Nasioaal
Keuangan Inklusif;

l4.Peraturan Ment.eri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2A2O tentang
Pe'ioman Tcknis Pengeiolaan Keiiangan Daerah;

iS.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan inklusif;
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l6.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Haimahera Barat sebagaimana teiah riiubah beberapa kaii terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2423 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah I{abupaten Flalmahera Barat;

l7.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 20'22
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Ilalmahera Barat Tahun Anggaran 2O'23;

lS.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 202'2 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupat-en
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2O23:

i9.treraturan Bupaii Haimatrera Barai Nornor 10 Tairurr 2Ai6 icntang
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat
sebagaimana teiah diuLrah beberapa kali terakhir dengan Peraturaa
Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun
2A16 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat.

1. Surat Edaran Menterl Dalam Negeri Nomor :9OO17105/SJ tanggai 15
Desember 2027 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan
Daerah (TPAKD);
Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi, Gorontalo, dan Maluku
Utara Iricmor: S-i76lKO.Offil2A% tgi 09 Okiober 20'23, perihai:
Permohonan Pembentukan Tlm Percepatan Akses Keuangan Da-era.h
(TPAKD) dl Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sebagaimana dimaksurl
Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah, bertugas:
1. Mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis dan

memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas
TPAKD.

2. Melakukan koordinasi yang bersifat strategis dengan pimpinan
kantor perw.akilan KementenanfLembaga iainnya di daerah dan
pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan
akses keuangan daerah.

b. Koordinator, bertugas :

1. Menyampaikan rekomendasi kepada Pengarah dalam rangka
pengarnbilair kepuiusari meilgenai percepatarr akses keuangan di
daerah; dan

2. Melakukan koordinasi dan pimpinan kantor perwakilan
kementerian/lembaga negara lainnya didaerah dan pihak terkait
lainnya dalam rangka mengatasi permasaiahan akses keuangan di
daerah berdasarkan arahan dari Pengarah dalam rangka
menindakianjuti rapat Tim.

3. Memimpin pertemuan koordinasi teknis
c. Ketua, bertugas:

1 Memastjkan pelaksanaan program kerja TPAKD Lrerjalan dengan
baik serta melakukan pemantauan secara rutin terkait progres
:,^^ -^l ^ -^^ ^-^ t ^ ^: -^--^ ---^--^ 

1 - ^; ^rrrrprclrrcrttdsl lrluBr d rrr rLclJid.

'2. Mengambil keputusan terkait. hal-hal teknis yang te{adi
dilapangan daiam rangka memastikan ketrerlangsungan trlrogralr:
kerja TPAIID.
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3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja TPAKD dalam
melsaksaaakan program inkiusi keuangan serta ikut berkonti-trusi
dalam menyusun tindaklanjut pelaksanaan kegiatan.

4. Memimpin pertemuan koordinasi jika koordinator berhalangan
hadir.

d. Sekretaris, bertugas:
1. Menjadi fasilitator dan inisiator terhadap peiaksanan tugas

TPAKD.
2. Bersama dengan Koordinator dan Ketua Tim mengarnbil

keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait
pelaksanaan tugas TPAKD.

3. Bersama dengan Koordinator dan Ketua Tim menyampaikan
rekourenciasi pengarair daiarn rangka Percepaian Akses Keuangan
Daerah.

4. Bersama dengan Koordinator dan Ketua Tim melakukan
koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan
Kementerian/Lembaga Negara lainnya di daerah dan pihak terkait
lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan
daerah berriasarkan arahan dari pengarah atau rneninriakianjuti
hasil rapat TPAKD.

5. Melakukan tatausaha kegiatan dan dokumen TPAKD
6. Meiakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan TPAKD.
7. Memimpin pertemuan koordinasi jika Koordinator atau Ketua Tim

berhalangan hadir.
B. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati

yang selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri
c.q Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan;

9. Meiakukan update rencana ke4'a dan realisasi program kerl'a
TPAKD melalui SiTPAKD dan melakukan update inforrnasi yang
atfa eiaiam weirsiie TPAKD.

1 0. Melakukan tugas kesekretariatan lainnya.
e. Anggota bertugas :

1. Melakukan identifikasi kebutuhan program percepatan akses
keuangan di daerah;

2. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja
tahunan percepatan akses keuangan di daerah;

3. Melakukan fasilitasi dan inisiasi program percepatan akses
keuangan di daerah;

4. Melakukan sosialisasi dan publikasi program percepatan akses
keuangan di daerah kepada masvarakat dan para pemangku
l-^.^^-+i--^.^ +^..l -^:..r\t;pt]Irl rl.rtial i tCr Airl.tt,

5. Melakukan pemantauan perkembangan, evaluasi, dan identifikasi
permasalahan program Percepatan Akses Keuangan di Daerah;
dan

6. Menyediakan data dan informasi yang mendukung pelaksanaan
program percepatan akses keuangan di daerah.

f. Sekretariat Tim bertugas memtrantu Sekretaris dalam melaksanakan
tugas Kesekretariatan.

Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua,
tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perunrlang-
undangan ]rang berlaku serta bertanggung jaw'ab kepada Rupati
Ir^I*^L^-^ D^*^{ *^1^1,.; Q^'1,-^r^-;- I-\^^*^Lararall{tla( a.t d.f i.f r laalldrul JLilat.tdrlJ u{aLldrr.

Segala biaya yang akan timbul setragai akibat dikeluarkanrrlra
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
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: Keputusan ini mulai Lrerlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan cii : .iaiioio
Pada tanggal : 17 Oktobet 2O23

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menterl Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gui:ernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Kepaia Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara;
+. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara di Ternate;
5. Ketua DPRD Kab. Ha-imahera Barat di Jailoio,
6. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maiuku Utara di Soflfi,
7. Inspektur Inspektorat Katt. Halmahera Barat di Jailo1o,
L Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
9. Yang bersangkutan uutuk diketahui clan diiaksanakan sebagaimala mestinya.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHtrRA BARAT
NOMOR : 155 /KPrS/ X 12023
TANGGAL : 17 OKTOBER 2023

TEi.iTAi-{G : PEiviBtri.iTUKAJ,i TiM PERCEPATAI.i AKSES KtrUANGAN DAERA}i
KABUPATBN I-IALMAHtrRA BARAT

SUSUNAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Pengarah

I{oordinator
Ketua

Sekretaris
Anggota

1. Bupati l{almahera Barat
2. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Utara,

Gorontaio dan Maluku Utara
3. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku

!Trt) t;-ll a

Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda
Kabupaten Halmahera Barat
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halmahera Barat
1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Halmahera Barat
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Halmahera Barat
3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM

Kab. Halmahera Barat
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HaLmahera

D^.^^+,Di-liil t_

5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Kab. Halmahera Barat
7. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Lingkungan Hidup Kab. Haimahera Barat
8. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kab. Haimahera Barat
9. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Halmahera

Barat
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kab. Haiurairera tsarat
11. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Barat
12. Kepala Dinas Penanaman Modai dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kab. Halmahera Barat
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa Kab. Halmahera Barat
14. Kepala Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Oiahraga

Kab. Halmahera Barat
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kab. Halmahera Barat
16. Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab.

I I^I*^1^^-^ n^-^+
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17. Kepala Dinas Keiautan dan Perikanan Kab. Fialmahera Barat
18. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kab. Halmahera Barat
19. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Barat
20. Kepala Kantor I{ementerian Agama Kabupaten Halmahera

Barat
'2!. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat
22. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halmahera

Barat
23. Kepala Bagian lJmum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kab.

rTo'lffiohafn Qnrn+i i({llIt(11r( I a r /al(la

24. Kepala Bagian Kesra dan Tenaga Kerja Setda Kabupaten
Hal*rahera Barat



Sekretariat
Koordinator

Anggota

25. Ketua Asosiasi Pelaku Usaha
26. Pimpinan Cabang Lembaga Jasa Keuangan
27. Kasubbag, Kemitraan, Pengembangan trkonomi dan Keuangan

Daerah, Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan
Provinsi Suiawesi utara, Gorontaio <ian iviaiuku Utara

28. Akademisi
29. Unsur Pemangku Kepentingan Lainnya

: Kepa1a Bidang Program pada Dinas Perindagkop & UKM Kabupaten
Halmahera Barat

: 1. Unsur BP3D Kabupaten Halmahera Barat
2. Unsur BKAD Kabupaten Halmahera Barat
3. Unsur Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kabupaten

Halmahera Barat
4. Unsur Dinas Keiautan cian Per'ikanan Kabupaien Fiahnairera

Barat
5. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Halmahera Barat
6. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat
7. Unsur Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupten

Haimahera Barat
Unsur Bagian Hukum dan Organisasi
Halmahera Barat
Unsur Bagian Kesra dan Tenaga Kerja
Halmahera Barat

10.Unsur Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda
Kabupaten Halmahera Barat

8.

9.

Setda Kabupaten

Setda Kabupaten
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